
Bupali Sumedang
PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 26TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang memberikan

manfaat untuk kelangsungan hidup manusia, sehingga
untuk

mewujudkan ketersediaan,

mencukupi ketahanan pangan dalam suatu wilayah perlu

membentuk kelompokkerja program
aksi desa mandiri pangan;

ang

distribusi,
dan konsumsi guna

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a di atas, pembentukankelompok kerja program Aksi Desa

Mandini Pangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati:

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran

Negara Tahun 1950)

t

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korusi, Kolusi, dan Nepotisme

(LembaranNegaraTahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran NegaraNomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran NegaraNomor 4355),

4

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan5

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

L.embaran Negara Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah dengan

Undang-undang Nomor 8Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomer 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4548)



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 24 tertang Porintreng

Ncuangan Antara Pemerintah Pusat dan 1erah (1 emtaran oga
Tahun 1999 Nomor 2004 Nomor 126, Tarmbahan 1etaran

Negara Nomor 4438)

Peraturan Pemerintah iomor 166 1ahun 20 1eneang

Pengclolaan danPertarnggungjawata Keengas
Pelaksanaan Dekosentrass dar Fugas Pemtart eear
Negara Tahun 200 Nomor 203, Tambohan 1emiheto iegat

Nonor 4023),

Peraturan Pernerintah Nomor 5% Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Dacrah (lembaran Negara Tahun 2005 omor 14

Tumbuhun Lembaran Negara Nomor 4574),

Keputusan Presiden Nomor o Tahun 2003 tentang Poloman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa
Pemerintah, setapa

telah diubah untuk terakhirkalinya dengan Peraturan Preniden

Nomor 8Tahun 2006

9

10 Peraturan Dacrah Kabupaten Sumedang Nomnen 4 Tahuun 20059

tcntang Kcwenangan
Pemerintah Kabupatlen Sumodang(.ae

Dacrah KabupatenSumedang
1ahun 2060 Niomor 65 eri 13

Peraiuran Dacrah Kabupaten Sumcdang Nomor 2 Tahun 2003

tcntang Pokok- Pokok Pengeolaan Keuangan
acrah (iembaran

Ducrah Kabupaten Surmedang
Tahun 2003 Nomor 6 Seri 13

Pertanian Pertania
Nomor 441/Kp

lemperhatikan
Peraturan Menteri

KU.510/12/ 2005 tanggal
22 Desember 2005 Tentang Penugasan

Kepada GubernurBupati/ Walikota
Dalam Pengelolaan

Dan

Tanggung Jawab Duna Tugas PemhantuanDepartcmen
Pertanian

Tahun Anggaran2066,

Surat Fdaran Kepala Pusat Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan,

Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Nomor

019/Ku430 12/2/2006 Tanggal 3 Pebruari 2006 Tentang

Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan,

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN

KELOMPOK KERJA PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGANenetapkan

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

Dacrah adalah KabupatcnSumedang

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenSumedang

Bupati adaiah Bupati Sumedangg



Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati
dan

ar baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan

sebagai makanan atau minuman bagi konsums1 manusna tummasuk

Eahan lambaban pangan balhan baku pangan dan bahan lan yang

digunakan
daiam proses penyiapan, pengoiahan

pembuatanmakanan dan minuman

4

dan atau

Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya
disebut Desa

da esatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-butas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal usul dan adat

5adal seicmpai yaug diakui dan dihormati dalam Sistem

Pemeriniahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Partisipatif
adalah bekerjasama dengan orang lain dan mendorong

mercka untuk mengerjakan send�ri

Kelompok afinitas adalah keanggotaan kelompok yang dikat

degan rasa hesatuan dan kebersamaan oleh jan�ngan persahabatan

dan memungkinkan mercka mampu untuk mciaksanakan kegiatan-

kegiatan terteniu

Tim Pangan Desa adalah kelompok masyarakat yang terdin dari

aparal desa. tokoh masyarakat. penggerak
PKK. dua orang

perwakilan kelompok misk�n yang berperan sebagai penggerak

dalam mendorong terwujudnya
DesaMand:r: Pangan

Mand�ri Pangan
adalah upava pemenuhan

kebutuhan yang danat

icukupi uter kemapuan sumberdayayang
dimiliki diishat dar

cherganva
sub sistem ketersediaan suh sistem distribusi dan suh

SIstem konsumsi dengan memanfaatkan sumherdaya setempat

secara berkeianjutan

PemberdayaanMasyarakat
adalah suatu proses dimana masyarakat

khususnya

suberdaya pembangunan didorong
untuk makin mandiri dalam

mengembangkan per�kehidupan
merekasendin

10.

mcreka yang kurang
memiliki akses kepada

11 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan hag

rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cuku

ba mah maupus tunvo,man,mereta dan terngkeu2

12 KeiandirianPangan

a Makro/Dacrah

Kemampuan suatu masyarakat daerah untuk menjamin

seluruh penduduknyamemperoleh pangan yang cukup. mutu

y ang iayak, aman berdasarkan optimalisasi pemanfaatan
dan

berbasis pada keragamansumberdayalokal

Mikro Rumah iangga

Kemampuan rumah tangga memenuh� kebutuhan pangannya

dengan jumlah, mutu, keragaman,gii,aman dan halal buik

dan has�l produkSi sendin ataupun membel dari pasar

Kemand�rian pangan melihat pada individu rumah tangga,

berianjut pada masyarakar, wiayan ningga nastonai

b.



13 Kelembagaan Pangan adalah segala betuk pengatan als

keteraturan perilaku masyarakat dalam mcmenta kcbutihan

pangan di pedesaan yang telah menjadi acuan dalam bertindak

karcna drdalamnya lTkardung lai, ona acigas
pemanfaatan dan pemcliharaan

ponduk ungnya, kejclasan rang-urang yang mendukungnya,seria

caua-caia dan aola agcdalian sial agar kclombagaar crscbut

sCnantiasa terjadi secara efektif sebaga1 wahana untuk memenuhs

kcinaiuisasi Kctahanan Pangan Masyarakat

sarana dan prasarana

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNANPOKJA

Bagian Kesatu

Organisasi
POKJA

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kelompok Kerja (POKJA)

Program Aksi Desa Mandiri PanganKabupatenSumedang

(2) Kclompok Kerja Program Aksi Desa Mandiri Pangan merupakan

lembayanon struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Kelompok Kerja Program Aksi Desa Mandiri Pangan mempunyai tugas

sebagai
berikut

Merumuskan Program Pengernbangan
Desa Mandiri Pangan di

KabupatenSumedang.

Merurnuskanmasalah dan pemecahan masalah dalan pelaksanaan

Program Aksi Desa Mandiri Pangan

Bagian Ketiga

SusunanOrganisasi POKJA

Paragraf Kesatu

Tingkat Kabupaten

Pasal 4

Susunan Organisasi
POKJA Program Aksi Desa Mandiri Pangan

KabupatenSumedang
terdiri dari

Koordinator Bupati Sumedang

WakilBupati SumedangWakil

Koordinator

KepalaDinas Pertanian KabupatenSumedang

Kepala Sub Dinas PenyuluhanDan Ketahanan

Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten

SumedanB

Ketua

Sckretaris

Kepala Badan Perencanaan Daerah

KabupatenSumedang
Anggota



Badan PemberdayaanKepala

Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Kabupaten Sumedang

Dinas Kehutanan Dan
Kepala
Perkebunan Kabupaten Sumedang

Perindustrian Dan
Kepala

Perdagangan Kabupaten Sumedang

Dinas

Kepala Dinas Koperasi
Dan UKM

Kabupaten Sumedang

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Sumedang

b.

Dinas Pekerjaan Umum
Kepala

Kabupaten Sumedang

Kepala Sub Dinas Tanaman Pangan

pada

Sumedang

8.

Dinas Pertanian Kabupaten

Kepala Sub Dinas Peternakan pada

Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang

Kepala Sub Dinas Perikanan pada Dinas

Pertanian Kabupaten Sumedang
10

Kepala Bagian

Sekretariat

Perekonomian pada

Daerah
11.

Kabupaten

Sumedang

Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada

Daerah
12

Sekretariat Kabupaten

Sumedang

Kepala Bagian Kesejahteran Sosial pada

Daerah
13

Sekretariat Kabupaten

Sumedang

Camat Lokas� Program Aksi Desa

Mandiri Pangan

14

Paragraf Kedua

Tingkat Kecamatan

Pasal 5

Desa Mandiri Pangan
(1) Untuk mengupayakan terwujudnya

dibentuk POKJA Desa Mandiri Pangan Tingkat Kecamatan

(2) Pokja Desa Mandiri Pangan scbagaimanadimaksud pada ayat (1)

pasai ini merupakan bagian dari Pokja Desa Mandiri Pangan

Daerah ini mempunya: tugas:

Merumuskan data Keluarga Miskin. potensi Kecamatan

Menetapkan masyarakat

masyarakat binaan;

rawan pangan dan kelompok

Melaksanakan pertemuan rut�n membahas situasi pangan

Kecamatan bersama-samadengan Pokja Kabupaten.

Merencanakan kegiatan Program Aksi Masyarakat Mandiri

Pangandalam upaya penurunanjumiuh musyarakat miskin

Melaksanakan evaluasi kegiatan Program



kodsse
Wakl Kodiator

Cam

Sekoet amtin

PHont
Kcpals Cabng D
Kecaman2

Keu

d Sekraris KoordinaorJahatain Fungsional Pemalich

Pestama caat
Amggpta Kcgala Sck Penciomm

Kecamataus

KepalaSeksi Sensial Kocamatan

Kepala Sck Pemerimtalha

Kecamata

Kcgala Cahang Dmas Kehutanan

dam PerkebunanKacamatan

Kepula Cabung Dmas Pendidika

Kccamatan

KepalaPUSKESMASs

Koordinator PLKB Kecamatan

KepalaDesa Kclarahan

Paragraf Kctiga

SununanPOKJA Tingkat Desa

Pasal 7

(1) Untuk mengupayakan tenwujudnya Desa Mandin Pangan,

dibentuk POKJA Desa Mandir PanganTimgkal Desa

(2) Pokje Desa Mandini Pangan schagaimana
dimaksd pala ayai (1)

pasal i merupakan bagian dan Pokya Desa Mandirn Pangan

Timgkat
kecamatan, mempuny au tugas

Merumuskan data Kcluarga Miskin, potenss Desz

Menctapkan masyarakat

masyaralkat bunaan

rawa pamgan dan kelomp

Melaksanakan penemuan nutin utuk membahas tuas

pangan Desa bersama-samademgam Pokya Kecamat

Merencanakan kegiatan Program Aksi MasyarakatMandin

Pangan dalam upayapenurunanjumlah mesyarakat mskin,

Mclaksanakanevalus kcgalanPrugram

Pasal

Susunan Pokja Desa Mandini Pangan Tingkat Desa adalah sebagai

berikut

Koordinator

b. Ketua
KepalaDe
Kader Pangan Desa

1 Kader PKK
Anggota 2 Wakil Kelompok MandiniPangan 2 (dua

orang



Bagian Keempat
Sekretari1at

Pasal 9

(1) Untuk membantu pelaksanaan kegiatan POKJA dibantu

Sekretarat

(2) Sekretariat POKJA mempunyai tugas memberikan pelayanan

teknis dan administratif kepada Ketua POKJA.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal ini Sekretariai POKJA mempunyai fungsi

sosialisasi di tingkat Kabupaten,
Penyelenggaraan

Kecamatandan Desa:

Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi perencanaan
dan

pelaksanaan kegiatan
lintas sektor dalam Program Aksi Desa

Mandiri Pangan;

b.

Penyampaianlaporan pelaksanaan kegiatan kepada instansi

pengelola Program Aksi Desa Mandiri Pangan di tingkat

Provinsi dan Pusat,

Penyelenggaraan rapat-rapat
POKJA yang dipimpin oleh

Ketua POKJA, baik secara berkala sekurang-kurangnya3

(tiga) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai

dengan keperluan.

d

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas POKJA Desa

Mandiri Pangan Daerah dibebankan kepada AnggaranPendapatan

s nja Negara dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

abupatcn Sumcdang.

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas POKJA Desa

Mandiri Pangan kecamatan dibebankan

Pendapatan dan Belanja Kecamatan dan sumber lain yang tidak

mengikat.

(2)
kepada Anggaran

(3) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas POKJA Desa

Mai Pangan Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

dan beianja Negara dan Ánggaran Pendapatan dan Belanja Desa

serta Sumber Lain yang tidak mengikat

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang

mengenai teknis pelak sanaannyadiatur iebih langui oici Ketua PUKJA



Pasal 12

Peraturan Bupati in� berlaku mulai pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanga

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

KabupetenSumedang

Ditetapkan diSumedang

padatan al 19 Juni 2006

TBUPATI SUMEDANG,

MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 Juni 2006

KRETARIS DAERAH
PATEN SUMEDAN

SET
ATJARJFIN ABDULLAH

3ERITA BAERAHKABUPATEN
SUMEDANG

TAHUN 2006 NOMOR 20 SERI E.


